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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana
diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa bentuk
pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer adalah sanksi pidana berupa pidana penjara
saja atau pidana penjara disertai pemecatan dari dinas militer dan sanksi
administrasi berupa penundaan kenaikan pngkat, tidak ikut pendidikan
kenaikan Kkarir, atau penghapusan tunjangan selama menjalankan masa
pidana, namun dalam praktek ada bentuk pertanggungjawaban yang lain

yaitu pembinaan oleh ANKUM.

B. Saran

Sesuai dengan judul yang diambil tentang pertanggungjawaban
bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga, penulis melihat bahwa anggota militer yang melakukan
tindak pidana KDRT tetapi tidak sampai diproses di pengadilan, perlu
diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mengacu pada

57



58

alasan dilakukannya pembinaan tanpa harus melalui proses peradilan
masih sesuai dengan asas kemiliteran, maka hendaknya dalam Undang-
Undang Peradilan Militer ditambahkan suatu proses pembinaan oleh
ANKUM. Apabila setelah melalui proses pembinaan, ternyata anggota
militer yang bersangkutan mengulangi tindakan KDRT, maka ANKUM
segera memberitahu Polisi Militer dan Odmil untuk melakukan
penyidikan, dengan kata lain anggota militer tersebut akan diproses

melalui pengadilan.
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